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Abstrak
 

<b>ABSTRAK</b><br>

Permasalahan korupsi tidak lepas dari kerugian keuangan negara yang diakibatkannya. Salah satu upaya

hukum untuk memberantas korupsi adalah dengan merampas aset hasil korupsi melalui Perampasan Aset

Tanpa Pemidanaan atau Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB). Namun untuk dapat menerapkan

konsep ini perlu untuk diketahui terlebih dahulu mekanisme perampasan aset hasil korupsi yang ditetapkan

sebagai aset tercemar sehingga dapat dirampas melalui NCB dan juga konsep NCB ini masih menjadi

masalah terkait dengan kemungkinannya untuk dapat diterapkan dalam hukum di Indonesia. Untuk itu,

dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat normatif dan dengan menggunakan analisis kualitatif

penulis akan menjawab permasalahan yang ada terkait dapatkah perampasan aset NCB ini menjadi

instrumen hukum yang mampu memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara dari tindak pidana

korupsi. Di akhir, penelitian ini menemukan bahwa perampasan aset NCB adalah konsep terbaik yang dapat

digunakan untuk memaksimalkan pengembalian kerugian keruangan negara dari tindak pidana korupsi.

<hr>

<b>ABSTRACT</b><br>

The problem of corruption is inseparable from its impact on state financial losses. One legal effort to

eradicate corruption is to seize assets resulting from corruption through Non-Conviction Based Asset

Forfeiture (NCB). However, to be able to apply this concept it is necessary to know in advance the

mechanism of appropriation of assets resulting from corruption which is determined as a tainted asset so that

it can be seized through the NCB and also the NCB concept is still a problem related to its possibility to be

applied in law in Indonesia. For this reason, by using normative research methods and by using qualitative

analysis the author will answer the existing problems related to whether the seizure of NCB assets is a legal

instrument that is able to maximize the return of state financial losses from corruption. In the end, this

research found that NCB's asset seizure is the best concept that can be used to maximize the return of state

spatial losses from corruption.
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